SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN
PENYERAHAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA
PEMANFAATAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK
BANGUNAN TINGGI DAN PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka pemberian koefisien lantai bangunan

maksimum bagi bangunan tinggi dan penambahan intensitas
pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038,
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan
Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka
Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk
Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan
Ruang sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien
Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan
Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang ;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap
perizinan yang telah diterbitkan sebelum dan sesudah
diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038, serta dalam rangka
memberikan kemanfaatan umum sesuai dengan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien
Lantai Bangunan Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan
Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan
Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan
Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi
dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien
Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan
Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10);
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14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan
Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam
Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan
Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan
Intensitas Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62
tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan
Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka
Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum
Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas
Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN
PENYERAHAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RANGKA PEMANFAATAN KOEFISIEN LANTAI
BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI DAN
PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG.
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan
dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah dalam
Rangka  Pemanfaatan  Koefisien Lantai Bangunan
Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan
Intensitas Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Ketentuan mengenai pemanfaatan KLB maksimum
untuk bangunan tinggi dan penambahan intensitas
pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya
Tahun 2018-2038.

(2) Pemanfaatan KLB maksimum untuk bangunan tinggi
dan/atau penambahan intensitas pemanfaatan ruang
dapat diberikan dengan melakukan kontribusi
terhadap pembangunan Daerah.

(3) Terhadap penambahan intensitas pemanfaatan ruang
selain diberikan dengan melakukan kontribusi
terhadap pembangunan Daerah, wajib dilengkapi
dengan kajian teknis yang disetujui oleh Tenaga Ahli.

(4) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. pemanfaatan KLB maksimum;

penambahan KDB;

penambahan KTB;

penambahan jumlah lantai basement;

penambahan ketinggian bangunan; dan/atau

pengecualian dalam bentuk pengurangan KDH.
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(5) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diwajibkan bagi:
a. Bangunan non pemerintah; atau
b. Bangunan baru pada kawasan cagar budaya.

(5a) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikenakan untuk bangunan yang belum
berdiri.

(6) Pengenaan kontribusi terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf
diberlakukan pada kawasan tertentu.

(7) Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2023
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ................
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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